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1. PENDAHULUAN
- Apabila kita membahas masalah

tentang tugas Polisi yang bersifat
preventif khususnya yang ada kait-

an dengan patroli polisi, maka

kita sudah memasuki ruang img—'

kup Hukum -Kepolisian. Karena

Hukum Kepolisian mengkaji masa-

lah-masalah tentang:

- — Tugas-tugas Polisi
- — Status organisasi Polisi
. — Wewenang Polisi
— Cara-cara bagaimana badan ke-
polisian itu melakukan tugas-
nya.l).

. Tugas -p'olisi yang bersifat pre?

ventif khususnya patroli polisi me-
narik untuk dikaji, sebab dalam
tugas patroli itu terdapat banyak
masalah-masalzh yang rumit dan
komplek yang harus dihadapi oleh
petugas vang bersangkutan, misal-

Penulis adalah KABAG RENDALDIK PTIK

- nya: Kepentingan antara tugas me-
. melihara ketertiban masyarakat de-

ngan tugas penegakan hukuml Tesi-
ko antara pengambilan Kepun

dalam diskresi dengan perta,nggung-
jawaban ‘hukum yang harus dide-

‘rita oleh si petugas patroli, apa-
bila dia salah dalam mengambil

kebijaksanaan Diskresi. Permasalah-
an-permasalahan tersebut dikaji da-
lam Hukum Kepolisian. Ketrampil-
an petugas patroli untuk menerap-
kan hukum dan peraturan . per-

~ undang-undangan dalam suatu ke-

jadian yang nyata terjadi di la-

pangan menentukan besar kecil-

nya resiko yang dihadapi. Peru-
gas patroli diharapkan dapat me-
mahami sumber-sumber  hukum
yang menjadi pedoman pokok

bagi pelaksanaan tugasnya. Sumber-
~sumber hukum dalam Hukum Ké-

polisian jika dilthat dari "’bentuk-
nya” dapat digolongkan jadi dus
yaitu: Bentuk Hukum yang ter-
tulis, dan Bentuk Hukum yang




tldak tertuhs Bentuk hukum yang
tertulis - “misalnya: Pemndang—un-
dangan dan Hukum adat yang
telah tertuhs (contoh Huokum Adat
di ?alembang "’Simbur. cahaya”)
Bentuk Hukum yang tidak ter-
plis mlsalnya ‘Hukum Adat yang
tidak tertulis, kebiasaan-kebsasaan
a dalam masyarakat Se-
" yuridis bentuk ~hukum -
_dak tertuhs ini diakui berlaku—
~ nya oleh’ Negara RI, karena Un-
: 'dang«Undang Dasar RI tahun 1945
telah meénentukan demikian di da-
lam’ Pen}elasan Umum angka III
U.U.D, 1945 ”Pokok—pokok pikir-
an ini mewujatkan cita-cita hu-
'kum (rcchndee) yang menguasai
. hukum dasar Negara RI, baik hu-
. kum yang tertulis maupun Hu-
- kum yang tidak tertulis”.
. Dari penjelasan umum angka
 III. UUD 1945 tersebut di atas
' dapat dilihat bahwa hukum yang
- menguasai masyarakat Indonesia
adalah hukem tertulis dan hukum
tidak  tertulis (misalnya hukum
adat). Dalam tulisan ini selanjut-
nya..akan - dibahas tugas patroli
polisi yang berlandaskan pada hu-
kum tertulis terutama perundang-
undangan,

2.LANDASAN HUKUM TUGAS
POLISI YANG BERSIFAT PRE-
VENTIF.

Landasan hukum tugas-tugas Po-
lisi yang bersifat preventif antara
Iain dapat dilhat dalam ketentuan
- perundang-undangan sebagai ber-
ikut:

a. Pasal I huruf a angka kel Ordo-
nansi 11 Maret 18 (Stbl 1918
'nomor 125}

b.Pasal 2 ayat (1) Undang—Un-
dang nomor 13 tahun 1961
tentang Ketentuan—ketentuan Poﬂ
kok Kepolisian Negara. o

c. Pasal . 30 ayat (4) huruf 2.dan
huruf b, dikaitkan dengan isi

~penjelasan . pasal 39 ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d, Undang-
Undang nomor 20 tahun 1982
tentang-Ketentuan-ketentuan Po-
kok Pertahanan Keamanan Re-
publik Indonesia.

d. Pasal 4 Keputusan Premden Re-
publik Indonesia nomor - S.?. “ta-
hun 1959.

e. Surat Keputusan Men Hankam/
Pangab nomor: Skep/821/VIV/
1982 tentang Pola Pembinaan
Kamtibmas. e
Kelima ketentuan perundang-un-

dangan tersebut di atas' apabila

diteliti dan dianalisis mengandung
aspek tugas polisi yang - bersifat
preventif. Aspek tugas Polisi yang
bersifat preventif menarik untuk
dikaji karena kebijaksanaan Menteri

Pertahanan Keamanan (dulu MEN-

HANKAM/PANGAB) menggaris ba-

wahi bahwa tugas preventif - itu

penting karena:
Keberhasilan dari pada tugas-
tugas Polisi tidak lagi diukur
dengan banyaknya orang-orang
yang dimasukkan ke dalam pen-
jara atau lembaga pemasyarakat-
an, akan tetapi justru mencegah
mereka masuk penjara, sehingga
dikenal motto: "Keep them out

P




Upaya-upaya preventif tersebut
tentunya . tidak akan berhasil de-
ngan baik apabila tidak kerja-
sama dengan instansi pemerintah
iamnya maupun potensi-potensi da-
ri masyarakat yang ada”. 3)

3. PATROLI ?;OLISI DAN TUGAS
' YANG BERSIFAT PREVENTIF

'”Dalém' pembahasan tugas Polisi
yang bersifat preventif ini bukan
dengan maksud penulis akan meng-

- kotak-kotakkan tugas Polr, tetapi

hanya untuk mensistematisir pe-
nulisan agar mudah difahami oleh
para -pembaca. Hal ini sejalan
dengan ‘pendapat Jean Jacques
Gleizal yang mempunyai pendapat
sebagai berikut:
Kedua  pengertian itu (tugas
yang bersifat preventif dan repre-
sif), hanyalah untuk memberi-
‘kan suatu kualifikast tugas-tugas
- Kepolisian, agar kita lebih mudah
memahaminya. Dengan demikian
kita tidak usah mempertentang-
kan makna preventif-represif se-
cara kaku, tetapi justru dapat
membangkitkan ide-ide dalam
pelaksanaan tugas, karena salah
satu alasannya adalah: sulit un-
tuk dibedakan atau dikotak-
kotak dalam pelaksanaan tugas
di lapangan.4)

Dalam kenyataan sehari-han tu-
gas Polisi kebanyakan bersifat pre-
ventif. Seorang  anggota Polisi
yang tampak di 'muka umum de-
‘ngan memakai seragam Polisi sebe-

narnya sudah dapat mempunyai

dampak mencegah terhadap. niat

jahat seseorang . untuk melanggar
hukum”S) Untuk mencegah niat
jahat seseorang dapat juga di-
lakukan dengan‘patroli polisi. Pa-
troli polisi (terutama patroli . de-
ngan mobil) merupakan bentuk
ideal dari _tugas polisi yang ber-
sifat preventif untuk mehndungz
masyarakat dan memberikan _pe-
layanan  kepada masyarakat yang
memerlukan bantuan p01151 ’6).
Sebenamya tulang punggung orga—
nisasi Kepolisian adalah Satuan pa-
troli berseragam, sehingga di ba-
nyak negara kesatuan patroli ber-
seragam ini jumlah personilnya le-
bih banyak bila dibandingkan de-
ngan personil lebih banyak bila
dibandingkan dengan personil di
kesatuan Reserse. Dalam masya-
rakat modern, dan peralihan ter-
dapat patroli berseragam yang ber-
tugas 24 (duaz puluh empat) jam
sehari dan ini sama dengan tugas
365 hari selama satu tahun™7). .

Di dalam patroli itu petugas
polisi berhubungan dengan masya—
rakat, mengontrol ketertiban ma-
syarakat mencegah kejahatan, de-
ngan mengawasi toko-toko super
market yang banyak pengunjung-
nya, tempat-tempat rekreasi, ta-
man-taman hiburan, sudut-sudut j Ja-
lan yang -sepi dan gelap, sefta
tempat-tempat lain yang rawan.
Dalam melaksanakan tugasnya itu
petugas patroli selalu berkomuni-

kasi (berhubungan) dengan anggota- -




anggota"-.-}:'masyarakat’ '8) Sehingga

dapat dikatakan bahwa patroli
polisi. itn merupakan mata, telinga
dari Kepohslan :

a. Bebempa madei patroh pohsl'

d: L‘uar Negerx

Untuk sekedar menambah per-.
bendaharadn :pengerahuan . tentang |
‘dalam - tulisan @ ini:

'patrolz polisi; -
akan:dibahas 'secara selayang pan-
dang # model-model: . patroli . polisi
codit Negara
landa. «Dr. -M.AP. Willmer dari
Dewan; ;Riset. dan Perencanaan Ke-

pohsmn ‘Kementrian.. Dalam Ne-.
geri USA. . -memberikan informasi
: kepada kita - tentang patroh Po-
-~ Iisisebagai berikut: '

Pam ‘Kepala Polisi -di Negara bag1—

an -~ USA ‘telah berusaha memper-
baiki keefektifan ‘patroli polisi de-
ngan mencoba’ menerapkan cara-

cara‘barit ‘dalam mengﬁmbangkani

kemampuan ‘tenaga kerja, menguji
coba - alat-alat “baru. Ekspenmen

yang " palmg menarik - sampai  se-

karang -adalah sistem baru tugas
patroli “¥ang dinamakan Kesatuan

Patroli Berjaga (unit Beat Policing),

dikembangkan di Cabang Penelitian
dan * Perencanaan Kepolisian, Ke-
mentrian “Dalam - Negeri. Berdasar-
kan konsep patroli berjaga itu se-
buah ‘distrik “dibagi dalam daerah-
daerah dan tiap daerah mempu-
nyai-séorang petugas patroli po-
lisi vang bertanggung jawab atas
daerah tersebut. Petugas-petugas pa-
troli polisi ini .dikenal -sebagai

S_A_, Jepang, dan Be

petugas daerah, dianjurkan. uptuk
menentukan sendiri wakm dan ‘mes
tode yang paling sesuai dengan;
tipe khusus yang dimilki rmasing-
masing distrik. Tujuannya cadalah .
agar dapat terjamin hubungan baik .
sehingga:-da-
pat diperoleh informas: sebanyak~.
banyaknya dari mereka. Jika infor: .
masi diterima petugas patreli me-
informasi terscbut: ke

dengan - penduduk,

ngirimkan
pusat -informasi- dan sesama. ve-

kan mereka  melalui radies tele- -

komunikasi: Metode baru ini: nie«
ngandalkan pada penyampaian Vin-
formasi”9) : 5
{.ain halnya dengan patroh po—
lisi ‘di Kepolisian Jepang: Patroli
polisi yang berada di Pos-Pos, Po-

lisi Kepolisian Jepang para pe-

tugasnyz harus tahu dan- kenal
daerah patrolinya, kenal setiap su-
dut jalan, kenal dengan para pen-

duduk setempat, kebiasaan-kebiasa-

an mereka, gedung-gedung ‘yang
penting, ‘cuaca dan waktu ‘dan
perubahannya, orang-orang yang
baru datang dan mengmap “di
daerah itu, Setiap petugas patro-
i dengan ramah melayani ma-
syarakat yang memeriukan bantu-
annya. Patroli dilakukan dengan
sepeda dan jalan kakj, m'ini_rﬁai
dua orang.10) '

Di jalan raya (di kota~kota be-
sar seperti Tokyo-Jepang) . selain
patroli dengan jalan kaki, dengan
sepeda, dikombinasikan dengan pa-
troli kendaraan bermotor serta
bantuan televisi yang dipasang di







dan. p{ehndung yang bermbawa dan
simpari.”14) . : _
Amanat. . Kapoh'l f:ersebut dl -atas
tentang . sebagai: . 7’ Pelindung, pe-
ngayom’’. mempunyal. aspek -tugas
preventif, yang pelaksanaannya me-
merlukan pengaturain- jangka -pen-
delk, Jangka msmngah 3angira pan-
jang.. o :
Aspek mg‘%s prevemlf menzmbu]
kan dua teori: ‘menusur imu penge-
tahuan hokum, yait: -
Wetmmghe;ds theorie . dan‘-
- plichrmarigheids theovie,
- Wermatigheids - theorie memper-
Jkenankan. Polisi- mengambil tin-
-dakan hanya :jika ada landasan
.-E}ndang Undang baginya, Polisi
tidak - diperkenankan mengambil
‘tindakan vang ridak berdasarkan
atas undang-undang. '
. Plichmarigheid - theorie : me“nbc-
-arkan  penegakan tertib. hukum
- -apabila ia tidak didasarkan. atas
suatu undang-undang tertulis, di-
< wikuti dengan pembatasan—pemba—
ctasansyang digariskan oleh yuris-
pruden51 dan ilmu bukum. 15)

Kledua teori itu dapai: dipakai
sebagai bekal dasar petugas patro-
_ 11 polisi «dalam menghadapi tugas-

tugas dilapangan. Pelaksanaan pa-
- troli blasanya dilakukan oleh: dua
orang. anggota. atau lebih menda-
tangl tempat-tempat tertentu  di

mana - dicurigai akan timbul gang- -

guan . terhadap keamanan dan ke-
tertiban (Police hazard)’16)

- Adapun . tipe-tipe patroli me-
-~ nurut Paul Whisenand meliputi:

- typeof patrolare: -0
. Automobile
JAdrerart

- Moroscycle.

. Horse

Dog .

. Bicycle

. Television
sBoat:17)

oo TR BN U SURTRRY (R

. Diwilayah daeralﬁ hutan ..suri_gﬁai

tidak  semua ‘tipe- tipe. patroli se-

perti tersebut di. atas dapat-
lakukan, di samping itu. keter
batasan personil, sarana biaya dan
angkutan. yang dimiliki oleh.pi-
hak Polri dan Departemen . Han-
kam - juga . ikut menentukan .tipe-
tipe patroli yang akan dilaksana-
kan; walaupun pada dasarnya: fung-
si.dari kegiatan parroli itu penting,
dan menjadi semacam tulang pung-
gung dari Polri: . . . police patrol
15 not. one but three functions.
The functions of police. patrol
are the three goals of: law enfor-
cement, order maintenance, . and
provention of general government
services. - Thus we frequently. hear
the expression, the patrol :force
is the backbone of the polzce de-
partment. 18) G

Dengan patroli penjahat potensi-
al dapat dicegah untuk tidak men-
jadi penjzhat yang sesungguhnya
demikian menurut pendapat Prof.
Soedarto, S.H.:

Penjahat potensial  dapat dzr‘cgfl
untuk tidak menjadi penjahat  se-




- sungguhnya dengan berbagéi usaha,

antara lain dengan kegiatan Ke-

- polisian yang bersifat preventif

mengadakan patroli secara konti-
nyu. Dalam prakteknya dapat dike-
‘tahui bshwa scorang calon pen-
jahat lebih takut pada resiko
untuk  ditangkap polisi daripada
penjatuhan pidana oleh pengadilan.

.. Ketakutan akan tertangkap ru te-

' -'-ta;ﬁ ada ... 19).
' ’I’etapl patut disayangkan bahwa

L peker}aan Polisi- di bidang ini se-

~dikit sekali memperoleh perhatian
darisurat kabar. Surat kabar cen-
‘derung* lebih - suka pada berita-
‘berita yang jelek tentang FPolisi.
mlsalnya : Polisi yang memeras,
Polisi*yang dipecat dari jabatan-
nya dan lain-lain, Seandainya ada
‘penghargaan yang obyektif, tulus
dan‘*pantas, maka sesungguhnya
sebagian besar pencegahan kejahat-
an itu dilakukan dengan keseder-
hanaan dari patroli Polisi yang
‘menjalankan tugas rutinnya itu’’20)
Untuk ‘itu diharapkan ada hubung-
an yang baik antara pers dan Ke-
polisian.””21)

Apabila berkali-kali surar kabar
memberitakan hanya tentang ke-
burukan polisi, lambat laun po-
lisi dapat kehilangan kepercayaan
dari masyarakat. Padahal polisi
hanya dapat bekerja jika warga
masyarakat menaruh kepercayaan
. kepada mutu polisi.

Seorang pegawai Polisi hanya da-
pat bekerja jika warga masyarakat
menaruh kepercayaan pada mutu
polisi.  Kepercayaan ini tidak di-

peroleh Polisi karena strukeur-struk-
tur organisasi yang indph®e
karena hubungan kewenangan po-
lisi. Polisi memperoleh kepercaydan
warga masyarakat itu hanya karena
karya praktis schari-hari.” Képen-
tingan pekerjaan polisi tidak 'ter
letak hanya pada’ struktur formil,
namun pada prakrek sehari-hari
di lapangan”. Kontak antaia Po-
lisi -dengan warga masyarakat itu-
lah yang menentukan mutu. peker—
jaan P0hs1 223 : -

Oleh Kkarena itu hubungan’ 'baik
antara Polisi dan warga masyara-
kat harus diwujudkan sehingga ma-
syarakat mau dizjak kerjasama
untuk mencegah -kejabatan: . | |
the good relationship between the
Police and public is a contribu-
ting factor for crime prevention.
The public are willing to coope-
rate with the Police”’23) Pencegab-
an terhadap tindak pidana kejahat-
an dapat tidak berhasil dengan
maksimal antara lain, apabila tugas
patroli tidak dibantu dengan in-
formasi dan partisipasi dari masya-
rakat. Polisi bukan merupakan sua-
tu kelompok elit tertutup yang
dapat membongkar tiap kejahatan
dengan tangan mereka sendin.

99%. (sembilan puluh sembilan
persen) kejahatan itu dapat  ter
bongkar sebenarnya karena bantu-
an informasi, pengaduan dari ma-
syarakat . Polisi bukan mérupakan
"kelompok elit tertutup” vang da-
pat membongkar 100% {seratus
persen) kejahatan vang terjadi de-




- ngap tangan mereka ‘sendiri, tetapi
'hams ‘dengan ‘bantuan dan masya-

Daiam banyak ha,l dan masya-
mkat diperlukan . bantuan - untuk
memberi “:informasi, laporan, . pe-
ngaduan, kepada polisi bahwa akan
atau telahterjadi kejahatan, Infor
masiy aporan, _pengaduan yang di-
b “’masyarakat kepada Po-
lisi apabila dilakukan dengan cepat,
. -danztepat dapat: membantu. - Po-
lisi'mengungkapkan kejahatan yang
terjadi;:Untuk  menciptakan parti-
sipasimasyarakat  guna membantu
tugas’:Polisi dalam mencegah keja-
hatan syang terjadi~di kota- dan
di‘“desa ‘tentunya - diperlukan ber-
bagai usaha dari pihak Polri: Upaya
tersebut * dapat - dilakukan . dengan
«cara -mendekati .masyarakat setem-
pat- agar mereka mau. membantu
P011s1 e :

Sakap ‘dan . perllaku dan cara-
‘cara pendékatan ‘seluruh ‘anggota
Polri dalam memberikan pengayom-
an, perlindungan, “dan pelayanan
kepada masyarakar dapar mepum-
‘buhkan dan mendorong warga ma-
syarakat untuk mau memperhati-
kan (sense of attentaon) ‘tugas
Polisi, “kemudian' ‘mau  mengerti
(sense of uinderstanding) ‘akan tugas
Polisi, selanjutnya diharapkan mau
ikut ~bertanggung jawab terhadap
keamanan dan ketertiban di daerah-
nya (sense of responsibility) yang
akhirnya dapat melahirkan perasaan
mai “berperan serta terhadap tugas-
tugas’ Polisi’ dalam “mencegah ke

jahatan (sense of partlmpatlon) 25 )
“Sikap dan perilaku Polisity

simpatik dalam berhubungan’ de- |

ngan ‘masyarakat- merupakan:titik
awal kesuksesan tugas Polisi. dalam
mendekati masyarakat di desa’ dan

kota. ”Sukses dan kebahag:aan kxta _

tergantung  dari 51kap dan tmdékﬂ
an-tindakan orang-orang lain-
kap - orang-orang lain ini terga’
lagi' dari kelakuan kita. 7263 Upay_a
menumbuhkan partmpasx “untuk
mencegahterjadinya”
dapat dimulai dari tingkat “Ke-
polisian Sektor (Kecamatan) “dan
desa-desa, karena dalam kenyataan
sehari-hari sentuhan antara ‘}ths;
dan masyarakat banyak ter_;ad; di
wilayah desa dan Kecamatan. Sen-
tuhan komunikasi antara petugas
patroli dengan warga masyarakat
harus didasarkan pada 'kewajiban
Polri untuk menjunjung tmgo*z “har-
kat dan ' martabat manusia “serta
hukum, seperti “telah diberi 'pe-
tunjuknyz dalam penjelasan Pasal
39 ayat (2) huruf d Undang—un—
dang nomor 20 ‘tahun ' '1982:
?Tugas-tugas Kepolisian selaku‘alat
negara penegak hukum dalam:pe-
laksanaannya (Romentar: - untuk
mendapatkan partisipasi masyara-
kat)'wajib ‘menjunjung tinggi har-
kat -dan martabat manusia,  hu-
kum, dan peraturan perundang—
undangan”.

Dari* isi- penjelasan ?asal 39
ayat (2) huruf d Undang—Undang
nomor 20 tshun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok: Perta-

hanan Keamanan Negara RI dipat

“kejzhatan







tzdak ada sarana komumka& HT

- {(Handie Talkie) maka: petugas yang

bersangkutan tidak ‘sempat - berhu-
- ‘bungan deéngan “atasan untuk me-
“‘minta’ petunjuk-petunjuk.”30)" Ka-
"-'_'dang-kadang dia harus: membuat
an: 'Diskresi” © Hubungan
diskresi i.;dan tugas patroli” polisi
._digambarkan oleh Doktor-Lamry J.
“Siegel ‘sebagai berikut: “Dalam tu-
" gas patroli; Polisi banyak ‘membu-
: at - keputusan-keputusan “dan - ‘me-

: ~ lakukan diskresi yang: luas dan

"3kadang-kadang dapat- menyangkut
kehldupan masyarakat’’31). Untuk
‘melaksanakan togas patroli, petugas
patmh harus tahu tentang berbagai
macam ‘data-data tentang: ‘wilaysh
tugasnya, ‘tempat-tempat  yang ra-
wan {(Police hazard), letak desa-
desa 'di- pinggir “hutan, dan- lain-
iain, Tugas patroli harus: disesuai-
~ kan' dengan wilayah daemh yang
hendak d:patroh Patroli dengan
medan yang berat (di’ hutan)
mempengarchi’ ‘peralatan,  teknik
~dan «itaktik yang digunakan -oleh
_petugas yang bersangkutan, Di da-
lam menjalankan tugas patroh harus
“ulet, streng, kadang-kadang membe-
i tegoran, | memberzkan pendldzkan
bimbingan dan kasih sayang, dan
memberikan bantuan pertolongan;
tetapx jangan_ sekah—sekah kurang
ajar, dan_masa bodoh. -Ia (Polisi)
harus selalu tenang, tegas dan so-
pan. santun baik kata-kata mau-
- pun sikapnya.

Hukum “dan Kema:mpuan Umum
Perugas Polisi.

' i’okok Pertahanan Keamanan

tugas prevent;f ada di dalamny

-tugasnya diarahkan guna roe._:

‘Pembekalan kemampuan. umum
dan ~ kemampuan =~ tugas-
tentunya harus berorientasi Kepada
ketentuan isi pasai pemndang~

-undangan yang mengatur. tuga'"PoI-

ri. Masalah  tersebut antara
telah ‘diatur di dalam penjelas:
sal 39 ayat (2) huruf c:dan’ huruf

'd, Undang—Undang nomor 20 tahun

yang -menentukan bahwa,:

“Pembinaan kemampuan dan'p
gunaan kekuatan Polri sebagax alat
negara ‘penegak hukum . '
kan A -\

- Keamanan masyarakat,

— Ketertiban ‘masyarakat; dengan

-~ — mencegah timbulnya penyaklt :

masyarakat, ;

—mencegah aliran- kepercayaan
yang dapat menimbulkan per-
pecahan atau mengancarn per-
satuan dan kesatuan bangsa

~— mermeiihara keselamatan sza
raga. ey

— memelihara keselamatan har-
ta benda. ks

— memelihara keselamatan hno'-;

kungan alam dari- gangguan
. ketertiban dan bencana. .

. — termasuk  memberi perhn—
dungan.
— termasuk memberi pertolo ng-
an’”’, .

‘patroli, .




- Kemampuan-kemampuan - seba-
#ai -alat- negara - penegak - hukum
‘tersebut: di ‘atas cenderung Vber
bau” Flukum, baik hukum - ter-
tulis:maupun hukum tidak tertulis.
“Aspek: tugas .preventif. yang ter-
cantum: dalam isi pasal 39 ayat

{2y huruf c dan huruf d tersebut

“odiatas, dapat - dipakai. sebagai

.tk tolak :pembekalan ketrampil-
. 3n—ketrarnpilan dan. pembekalan. 1l-

‘mius Pengetahuan - (misal: - Hokum,
Sos:oiogl ‘Hukum, : dan 1am—lam)
 serta pengetahuan dan latthan-atih-
anilainnya. Untuk sekedar me-
‘‘nambah " cakrawala dan perbenda-
‘haraan pengetahuan, (Periksa. da-
“lam:halaman berikutnya), ‘penulis
cantumkan beberapa pendapat Gu-
m Besar (Profesor) dan Dokror
yang memberikan sumbangan pe-
mikiran tentang kemampuan-ke-
mampuan umum (ideal) seorang
polisi.- Pendapat~pendapat ‘tersebut
terdiri dari: 3
:.fPendapat para ahli darz indonesza
‘1.Prof.-Dr. -Soerjono Soekanto,
SSHy MA,, (Guru besar  So-
sxologz Hukum)
2. Dr. Sarlito Wirawan (Dokter Psi-
kologi).
‘Pendapat
Negeri:
1. Prof. Elijah Adlow,
2. Prof. Agust Vollmer. -~ -

Beberapa Pendapat:
"Umum Polisi
Petugas Patroli”
Pendapat Prof. Dr. Soetjonce Soe-
kanto, 5.H., M.A. 32)

‘para ahli -dari Luar

Kemampuan
dan Kemampuan

Lo

. Bertanggung jawab dalam tugas,
2. Trampil dan mampu melaksana—
kan investigasi. _
. Kepemimpinan yang tepa ;
4. Memiliki kemampuan teknis. d;
bidangnya. SR
5. Mempunyai inisiatif Vang b:uh
-untuk preventif dan represif.’
6. Mempunyat kemampuan penalqr—
‘an yang benar. - i
7. Kesadaranuntuk melmdung; le
dan harta benda.
. Ketangguhan. :
9. Kegairahan di dalam meiaksqnw
kan peranannya. iz
10: Mempunyal tujuan yang man-
tap. :
11.Mempunyal ketulusan hau
12. Mampu memelihara kcscmsiaﬂ
“mental. ,
13. Mampu mendendalllxan dm
14. Kejujuran. ;

Pendapat Prof. Elijah Adiow 33)

1. Kuat seperti Samson

Jecy

LN ]

2. Bijaksana seperti. Sulmman

- Pendapat Prof. August Voﬁmm‘ 34)

. Memiliki kearifan.
. Memiliki keberanian.
. Memiliki ketabahan.
. Memiliki kepemimpinan. -
. Memiliki kebaikan hati.
- Mampu menyusun strategi.
. Mempunyai iman yang teguh.
- Memiliki kemampuan berdlplo-
masi.
9. Memahami cabang ilmu Penge—
tahuan Alam.
10. Memahami cabang Hmu. Penge-
tahuan Sosial. : :

oo TN B S L I I




Pendapat.Dr. Sarlito. Wirawan 8. 35)

a. Taraf kecerdasan tmggl

b. Daya analisis yang taj am.

c. Daya pemanaman sosial.

d. Daya imajinasi, kriatifitas yang
“cukupbaik.

2. Sikap Kerja.
4. Tekun daiam ker}a =
b.Daya tshan fisik dan pmkzs
. yangtinggi.
c. . Disiplin. tmgg; -
d. Solidaritas sesama korps
e. Dapat dipexcaya, Jujur

3. Keprlbadmn

a. Percaya pada diri yang besar. *
b. Mampu mengambil keputusan, "

c:Meyakinkan orang lain.

d. Loyalitas.

e..Setiaspada peraturan. -
f. Motivasi yang tinggl. -

g. Kepemimpinan.

Pendapat _Direktorat
Polri. 36) '
Kemampuan ?etugas Patroli:

1. Sifat yang hams d1m1}k1
a. Ulet dan tahan uj.
b. Peka dan ingin tahu.
c. Dapat menj jawab perta.nyaan
d. Wakil dari Pemerintah.
e. Ramah dan sopan.
f. Berwibawa.

2. Memiliki Pengetahuan Dasar
a. Mengetahul

é?ell'ldidikal;_ " ““tentuan

dan menguasa1 o

. hal-thwal daerah tugasnya. :
" — Letak bangunan '
— Jalan-jalan, lorong-lor
— Golongan penduduk
lain-lain. '
— Kepadatan lalu-lintas..

- Pe_]abat VIP dan orang pen‘ :

ting.- ST R
- Keadaan ala.m PN
~ — Sejarahpenduduk.
- Adat~1staadat penduduk
_ b. Sumber gangguan dan. penytr

“bab crangguan (?ohce Hazard) .

i daerah tugasnya

' KESIME’ULAN

- a.;Patroli - polisi ~di- samping ~me-

.ngemban tugas ~yang bersifat
- represif  (menarigkap - sesecrang
-_--dalam hal . tertangkap tangan)
juga mengemban tugas, bersifat
.. preventif yang berlandaskan pada
hukum  tertulis dan tidak ter

. tulis. Aspek tugas’ ‘bersifat pre-

' vernitif -dibérikan garis-garis pe-
i ngarahannya dalam berbagai' ke-

“perundang-undangan,

“:dan -hal .itu .dapat dikaji: me-
lalui Hukum Kepolisian. .-

b Tulang punggung_ organisasi. Ke-

. polisian di negara-negara yang
telah maju terletak di. pundak

© Satuan. patroh pohsx yang ber-

. seragam Sehmgga negara-negara
yang telah maju selalu berusaha
mengembangkan sistem dan cara-
«cara patroli.

¢. Di- berbagai negara petugas—pe-

tugas patroli polisi dibekali de-

ngan kemampuan umum ‘dan ke-
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mor: 5 tahun 1975 UU Nomor 2 tahun 1985 UU Nomor 16‘t 'hu .

3 1969 serta Peraturan Pemerzntah RI Nomor 36 tahun 1985

Inéonesza Mabes Kepolisian RI.
Daftar Gangguan Kammbmas - Jakarta 1985
pL 54 S it ;

Daftar Gangguan Kammbrnas (Daftar GK) yang dlsyahkan
ngan ‘surat’ Keputusan Kapolri ‘No: Poly Skep/46/1/1988 tangg 1
26 ]anuan 19887 dan" memuat daftar penstiwa penting gangguan;{*
Kamtibmas, daftar. GK. untuk ‘penyusunan’ laporan kuanumtlf ming-
guan dan bulanan. SRR

~-Seperti ‘sudahkita ketahui’ bersama ‘bahwa laju mebangunan’:_:.. X

di Indonesia bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhny;

maka Polri sebagai salah satu unsur alat negara penegak hukum di

tuntut untuk dapat mengikuti perkembangan pembangunan

-Untuk keperluan tersebut Polri mempunyai kewajiban ‘men- "
captakan masyarakat, aman tenteram lahir dan bathin ‘dan mengkaji
situasi agar Polri mengetahui rugas-tugas yang harus dikerjakan: se-::
panjang hari, dan untuk itu diperlukan masukan berupa informasi-
informasi.

Oleh karena informasi yang diterima belum memenuhi kebutuh-
an dan belum merupakan sesuatu yang berkesinambungan baik yang
digunakan oleh sesama unsur dalam Polri, maupun Instansi di luar.
Polri, maka informasi-informasi tersebut perlu dikaji walaupun me-
makan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan begitu
banyaknya istilah yang digunakan oleh masing-masing fungsi dalam
Kepolisian, schingga terjadi tumpang tindih istilah yang me ngaklbat-
kan cacatnya pelaksanaan penyelesaian peristiwa yang dikelola Pol-
ri. Maka diperlukan pedoman tugas Polri yang disusun dalam daftar
Gangguan Kamtibmas (GK).

Daftar tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan kesera-
gamian landasan dan kesatuan bahasa dalam penggunaan istilah
gangguan Kamtibmas dan mempunyai ruang lingkup yang bersum-
ber dari semua Undang-Undang yang memuat tentang bentuk-ben-

tuk tindak pidana beserta ancaman hukumannya.

Indonesia, Mabes Kepolisian RL
Himpunan Perundang-undangan Bidang Keschatan dan Peratur-




:.:an Pelengkap mengenaz bahan berbahaya dan yanc’ berkaitan dengan' .

. “'bahan-bahan- berbahaya-— ed.i 1= }akarta ‘Dinas Kedokteran dan
B :-_.'_-};_:-Kesehatan 1989
' IV 181 hal 20 cm

S -.me aku berbagai aspek hukum ‘antara. lain:. aspek Hukum. A

_; -mcngenai bahan berbahaya.

Buk.u ini d1susun sebagai dukungan D1sdokkes Poln kepada
- 'fungsz Opsnai Polri khususnya fungsi Reserse dalam upaya pene-
' gakan Hukum Pidana yang berkaitan dengan bidang keschatan.
s Memuat peraturan Pemndang—Undangan bidang . kesehatan yang .

a_sL_.Negara, aspek . Hukum Pidana: serta Peraturan Feleng'képf:
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| 34 .. Polzce and Modern Soczety, tahun 1936

35,..Peranan. Psikologi. dalam rangka. QPDIN Tugas Polvi, PTiK
.- Pidato Dies ke-41, halaman 19 --

36 Patro lz






